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Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL  
PT Kelawit Wanalestari 

 
I. Identitas LP-PHPL : 

a. Nama LP-PHPL :  PT Global Resource Sertifikasi 
b. No. Akreditasi KAN :  LPPHPL-017-IDN 
c. Alamat Kantor :  Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, 

Tangerang Selatan, Banten 15313 
d. Telp./Fax :  021-7562345 
e. Website dan Email :  www.global-resource.co.id ; 

globalresourcesertifikasi@gmail.com  
 

II. Identitas Auditee : 
a. Nama IUPHHK-HT :  PT Kelawit Wanalestari (KWL) 
b. SK IUPHHK-HT :  SK. 169/Menhut-II/2005, 16 Juni 2005 
c. Luas Areal :  + 22.065 Ha 
d. Alamat Kantor Pusat :  Jl H.M. Ardan No. 65 RT 01 Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda 

Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 
e. Waktu Pelaksanaan :  15 – 24 November 2021 

  
III. Tahapan Kegiatan : 

 
Tahapan 

 
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

1 2 3 

Audit Tahap 1 Selasa, 26 Oktober 2021 
Kantor LPPHPL PT GRS 

Audit Tahap I dilakukan 
oleh Kamni, S.Hut. (Auditor 
Prasyarat/Lead), Muhamad 
Mahardi, A.M.d (Manajer 
Operasional/Auditor 
Ekologi), Lukas Surya 
Gustomo Kahu (Auditor 
Produksi). 

Koordinasi dengan Instansi 
Kehutanan 

Selasa, 16 November 2021 
Via Zoom Meeting 

Koordinasi teknis awal 
dengan Wakil BPHP 
Wilayah XI Samarinda yaitu 
Meliana Kusumawati dan 
Perwakilan Dinas 
Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur. 

Konsultasi Publik Rabu, 17 November 2021 
Via Daring 

Agenda dalam konsultasi 
publik adalah: 
a. Perkenalan oleh Lead 

Auditor LPPHPL PT 
Global Resource 
Sertifikasi. 

b. Penyampaian Kepdirjen 
PHPL SK.62 tahun 2020. 

http://www.global-resource.co.id/
mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com
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Tahapan 

 
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

1 2 3 

c. Menampung informasi 
dari tokoh masyarakat, 
MUSPIKA Kecamatan 
Siluq Ngurai Kabupaten 
Kutai Barat  Provinsi 
Kalimantan Timur yang 
akan menjadi bahan 
masukan terkait 
perkembangan 
kegiatan IUPHHK-HT  
PT Kelawit Wanalestari. 

Pertemuan Pembukaan Senin, 15 November 2021 
Via Daring (Google Meets) 

Tim Audit menyampaikan 
dan memberikan 
penjelasan singkat terkait 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Sasaran dan ruang 

lingkup penilaian, tahap 
dan kegiatan audit 
lapangan beserta 
metodologinya, standar 
acuan yang digunakan 
dan susunan tim audit 
Resertifikasi Penilaian 
Kinerja PHPL PT Kelawit 
Wanalestari. 

b. Menyampaikan aturan 
sertifikasi PHPL termasuk 
ketentuan tentang 
kerahasiaan dan 
ketidakberpihakan. 

c. Meminta surat kuasa 
dan/atau surat tugas 
Manajemen 
Representatif PT KWL. 

d. Menandatangani Daftar 
Hadir Pertemuan 
Pembukaan. 

Verifikasi Dokumen Selasa – Selasa, 
16 – 23 November 2021 

Via Online  
 

a. Mengumpulkan bukti 
audit berupa dokumen 
yang terkait dan dapat 
diverifikasi untuk Kriteria 
Prasyarat, Kriteria 
Produksi, Kriteria Ekologi, 
Kriteria Sosial, Kriteria 
VLK. 
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Tahapan 

 
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

1 2 3 

b. Melakukan evaluasi bukti 
audit yang dikumpulkan 
terhadap kriteria dalam 
penilaian PHPL sesuai 
dengan Kepdirjen PHPL 
No. SK. 62 tahun 2020. 

Observasi Lapangan Selasa – Selasa, 
16 – 23 November 2021 

Via Online 

a. Mengumpulkan bukti 
audit berupa bukti 
lapangan dan hasil 
wawancara yang terkait 
dan dapat diverifikasi 
untuk Kriteria Prasyarat, 
Kriteria Produksi, Kriteria 
Ekologi, Kriteria Sosial, 
Kriteria VLK. 

b. Melakukan evaluasi bukti 
audit yang dikumpulkan 
terhadap kriteria dalam 
penilaian PHPL sesuai 
dengan Kepdirjen PHPL 
No. SK.62 tahun 2020. 

Pertemuan Penutup Rabu, 24 November 2021 
Via Daring (Google Meets) 

Tim Audit menyampaikan 
dan memberikan 
penjelasan singkat terkait 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Kesimpulan audit dan 

temuan Resertifikasi 
PHPL PT KWL 2021. 

b. Mengkonfirmasi 
persetujuan Manajemen 
PT KWL terhadap 
kesimpulan audit dan 
pemenuhan terhadap 
permintaan perbaikan 
untuk temuan. 

c. Menandatangani Daftar 
Hadir Pertemuan 
Penutup. 

Koordinasi Dengan Instansi 
Kehutanan 

- Menyampaikan resume 
hasil sementara audit 
resertifikasi PHPL PT 
Kewalit Wanalestari 2021 
kepada Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur 
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Tahapan 

 
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

1 2 3 

dan BPHP Wilayah XI 
Samarinda via email. 

Pengambilan Keputusan Senin, 6 Desember 2021 
Kantor Meeting LPPHPL  

PT GRS 

a. PT KWL dinyatakan 
LULUS dengan predikat 
BAIK berdasarkan Rapat 
Pengambilan Keputusan 
Hasil Resertifikasi 
Penilaian Kinerja PHPL 
sesuai Kepdirjen PHPL 
No. SK. 62 tahun 2020. 

b. Menerbitkan SK  
Keputusan dan Sertifikat 
Hasil Resertifikasi 
Penilaian Kinerja PHPL  
PT KWL 2021. 

 
IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja Resertifikasi PHPL PT Kelawit Wanalestari : 
 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
1. PRASYARAT 

1.1 Kepastian Kawasan 
Pemegang IUPHHK-HTI 

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan 
administrasi tata batas PT KWL tersedia 
sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata 
batas yang sedang berlangsung dimulai 
sejak September 2021. Dokumen legal 
berupa tersedianya akta pendirian 
perusahaan dan perubahannya, SK 
IUPHHK-HTI tahun 2005, Addendum SK 
IUPHHK-HTI tahun 2018 dan perzinan 
lainnya serta dokumen perencanaan 
(RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI) 
beserta peta lampirannya. Sedangkan 
dokumen administrasi tata batas berupa 
tersedianya dokumen Rencana Penataan 
Batas No. 65/KUH-2/IUPHHK-HTI/2019 
tanggal 20 Juni 2019, Instruksi Kerja Tata 
Batas No. 
INS.10/BPKH.IV/PKH/PLA.2/2/2021 tanggal 
23 Februari 2021 dan peta lampirannya. 
Dokumen tata batas yang belum tersedia 
yaitu Berita Acara Tata Batas (BATB) 
karena tata batas di lapangan belum 
selesai. 

Sedang  
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
1.1.2 Penataan batas areal kerja sedang 

berlangsung dimulai sejak September 
2021. Rintis batas sudah selesai semua, 
sedangkan pal batas sudah dipasang ± 200 
pal dengan jarak antar pal 100 m. Dengan 
demikian panjang batas yang telah 
dilakukan di lapangan sekitar ± 20 km atau 
30,46% dari panjang keseluruhan 65,659 
Km. Pelaksanaan tata batas sesuai dengan 
Instruksi Kerja Tata Batas yang diterbitkan 
yaitu Instruksi Kerja Tata Batas No. 
INS.10/BPKH.IV/PKH/PLA.2/2/2021 tanggal 
23 Februari 2021. 

Sedang  

1.1.3 Eksistensi PT KWL mendapatkan 
pengakuan dari para pihak baik 
pemerintah pusat dan daerah serta 
masyarakat sekitar. Penataan batas areal 
kerja sedang berlangsung yang dimulai 
sejak September 2021 sesuai denga 
instruksi kerja yang diterbitkan. Terdapat 
konflik batas berupa overlapping dengan 
Perusahaan Sawit PT TSS ± 1.022 Ha, dan 
klaim areal/lahan oleh masyarakat sekitar 
(hak ulayat). Upaya menyelesaikan konflik 
yang telah dilakukan berupa melakukan 
pertemuan PT TSS dan dengan dinas 
terkait, dengan masyarakat dengan ganti 
rugi tanam tumbuh (DRTT) dan 
musyawarah yang dipimpin pemerintah 
daerah, melaksanakan kegiatan Kelola 
sosial/CSR, bantuan lain insidentil dan 
penerimaan tenaga kerja lokal dari 
masyarakat kampung sekitar serta 
membuat SOP penanganan konflik. 
Konflik yang teridentifikasi dituangkan 
dalam Laporan Pemetaan Potensi dan 
Resolusi Konflik (PPRK) Tahun 2018 - 2021 
yang dibuat sesuai Perdirjen 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 walaupun 
sebagian masih belum sesuai dengan 
Perdirjen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 
tersebut. Laporan PPRK sebagian telah 
dilaporkan kepada Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 

Sedang  

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasan 
hutan dari HP menjadi HPK dan APL. 

Buruk  
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Terkait perubahan tersebut, PT KWL 
belum melakukan perubahan dan revisi 
dokumen perencanaan jangka panjang 
(RKUPHHK-HTI). Rencana revisi 
RKUPHHK-HTI masih dalam pembahasan 
internal manajemen perusahaan yaitu 
sedang melakukan kajian dan upaya untuk 
penyusunan revisi dokumen RKUPHHK-
HTI menyesuaikan dengan kondisi 
perubahan luas areal dan 
peruntukkannya. 

1.1.5 Terdaat penggunaan Kawasan hutan di 
luar sektor kehutanan karena adanya 
overlapping areal kerja PT KWL dengan 
perkebunan kelapa sawit PT TSS. Izin PT 
TSS sesuai Keputusan Kepala BPN No. 
59/HGU/BPN/2005 tanggal 2 Juni 2005 
tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas 
Tanah Terletak di Kabupaten Kutai Barat 
Provinsi Kalimantan Timur kepada PT TSS 
atas tanah seluas 10.282 Ha yang terletak 
di Kecamatan Jempang dan Bongan. 
Sealin itu terdapat penggunaan kawasan 
hutan yang tak berizin berupa 
kebun/ladang masyarakat sekitar. Terkait 
penggunaan kawasan tersebut, terdapat 
bukti upaya PT KWL sebagai pemegang 
izin untuk melakukan pendataan 
penggunaan kawasan di luar sektor 
kehutanan dalam Laporan PPRK tahun 
2018-2021, namun belum seluruhnya 
dilakukan pendataan dan belum semua 
dilaporkan ke instansi terkait. 

Sedang  

1.1.6 Tedapat konflik tenurial berupa klaim 
areal/lahan oleh masyarakat dengan 
alasan ada hak ulayat atas hutan yang 
terdapat dalam izin PT KWL. Selain itu  
adaya overlapping areal dengan PT TSS 
(perusahaan sawit). Terkait klaim areal 
oleh masyarakat, PT KWL telah melakukan 
upaya penyelesaian Dengan Ganti Rugi 
Tanam Tumbuh (GRTT) dan dengan 
musyawarah yang dipimpim pemerintah 
daerah. Sedangkan overlapping dengan PT 
TSS, telah melakukan pertemuan 
beberapa kali dengan PT TSS dan dengan 

Sedang  
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
dinas terkait. Dari tahun 2010 s/d 2021 
masyarakat tidak pernah mengklaim areal 
yang sudah diberikan untuk dikelola oleh 
PT KWL karena RKT Tebang dan Tanam 
pada areal yang sudah diselesaikan 
dengan GRTT. Penyelesaian klaim lahan 
yang telah dilakukan oleh PT KWL tahun 
2018- 2021 seluas ± 5.590 Ha atau 78,79% 
dari luas konflik lahan keseluruhan seluas 
± 7.094 Ha. 

1.2 Komitmen pemegang 
IUPHHK-HTI 

1.2.1 Tersedia dokumen visi dan misi 
perusahaan PT KWL yang ditetapkan oleh 
Direktur PT KWL No. 001/DIR/VIII/2018 
tanggal 1 Agustus 2018 dan ditetapkan lagi 
oleh Direktur Utama PT KWL No. 
001/DIR/I/2020 tanggal 1 Januari 2020 
tentang Penetapan Visi dan Misi PT KWL. 
Dokumen visi dan misi tersebut legal dan 
sesuai dengan kerangka PHPL, yaitu 
memuat prinsip kelestarian fungsi 
produksi, ekologi dan sosial dengan segala 
komponen pendukungnya secara 
berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan 
misi perusahaan tahun 2018, 2019, 2020 
dan 2021 telah dilakukan baik internal 
karyawan dan mitra kerja (kontraktor) 
maupun kepada masyarakat 
desa/kampung sekitar. Sosialisasi visi dan 
misi perusahaan kepada internal karyawan 
dan kontarktor dilakukan baik secara 
formal maupun secara informal. Sosialisasi 
formal dilakukan setiap apel pagi atau 
pertemuan dengan kepada internal 
karyawan dan kontaktor. Sedangak secara 
informal yaitu dengan pemasangan 
rumusan visi dan misi perusahaan pada 
lokasi strategis di lingkungan Distrik 
Ponak, antara lain di kantor Distrik Ponak, 
mess karyawan, mess kontraktor, kantin 
dan musholla. Untuk sosialisasi visi dan 
misi kepada masyarakat sekitar dilakukan 
di di Kampung Muara Ponak, Kendesig, 
Rikong, Muara Siram dan Lembonah yang 
dibuktikan dengan BA/Kesepakatan 
Bersama, daftar hadir dan foto 
dokumentasi. 

Baik  
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
1.2.2 Terdapat implementasi PHL dengan 

melakukan upaya kegiatan pengelolaan 
hutan produksi secara berkelanjutan 
sesuai dengan visi dan misi perusahaan 
yang telah ditetapkan. Namun terdapat 
beberapa kegiatan belum terelisasi dan 
belum sesuai dengan visi dan misi 
perusahaan. 

Sedang  

1.2.3 Keberadaan tenaga profesional di PT KWL 
berupa Sarjana Kehutanan, Sarjana 
Pertanian, Sarjana Teknik Industri, Sarjana 
Teknik Sipil, Diploma Pertanian dan SPMA 
Pertanian serta SMK Perkebunan sebagian 
besar memenuhi beberapa bidang 
kegiatan/organisasi pengelolaan hutan 
tanaman pada masing-masing 
bidang/departemen. Sedangkan 
keberadaan GANISPH telah memenuhi 
pada bidang kegiatan/organisasi 
pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang 
GANISPH yaitu terdapat 7 (tujuh) 
GANISPH yang dibuktikan dengan 
dokumen legalitasnya (Kartu Siganishut 
dan SK Penugasan dari BPHP Wilayah XI 
Samarinda) sesuai PermenLHK No. 8 
Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. 

Baik  

1.2.4 Realisasi peningkatan kompetensi SDM 
tenaga profesional bidang kehutanan dan 
bidang lainnya PT KWL tahun 2018-2021 
adalah 54,90% dari rencana sesuai 
kebutuhan. 

Sedang  

1.2.5 Dokumen ketenagakerjaan PT KWL 
tersedia lengkap di lapangan. Dokumen 
tersebut antara lain dokumen Serikat 
Pekerja PUK SP Kahutindo, PKB, Daftar 
Karyawan Bulanan, Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan PT KWL ke Dinas 
Nakertrans Provinsi Kaltim tahun 2019-
2021, Struktur Organisasi dan Job Deskrisi 
PT KWL Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, 
Surat Penunjukan dari Direktur dan Keala 
HTI untuk jabatan tertentu, dokumen 
BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, 
dokumen standar UMP sesuai SK 
Gubernur Provinsi Kalimanat Timur, 

Baik  
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
dokumen P2K3, dokumen jenjang karir 
dan  SOP Ketenagkerjaan dan K3. 

1.3 Kapasitas dan 
mekanisme untuk 
perencanaan 
pelaksanaan 
pemantauan, pelaporan 
periodik, evaluasi dan 
penyajian umpan balik 
mengenai kemajuan 
pencapaian (kegiatan) 
IUPHHK–HTI 

1.3.1 Tersedia struktur/bagan organisasi dan job 
deskripsi yang ditetapkan oleh Direktur PT 
KWL. Dalam penilaian resertifikasi ini, 
terdapat 4 (empat) struktur organisasi 
dan job deskripsi yaitu tahun 2018, 2019, 
2020 dan 2021. Struktur organisasi dan job 
deskripsi tidak berbeda. Perbedaannya 
hanya pada sebagian personil pada 
beberapa posisi sedikit berubah karena 
adanya keluar masuk dan rotasi karyawan. 
Struktur organisasi dan job deskripsi 
sesuai dengan kerangka PHPL yaitu 
tersedia unit kerja/departemen yang 
bertanggung jawab menjamin 
terlaksananya kelestarian fungsi produksi, 
lingkungan/ekologi dan sosial. Namun 
dalam struktur organisasi terakhir tahun 
2021, terdapat 6 (enam) posisi jabatan 
pada bidang/departemen yang belum 
terisi (vacant) dari total 12 (dua belas) 
bidang/departemen yaitu: Supplay Chain, 
Human Resource, Nursery, Research and 
Development, Information Technology 
dan License & Permit. Dengan kondisi 
demikian, maka terdapat rangkap jabatan 
pada bidang/departemen, sehingga 
struktur organisasi tersebut masih belum 
berjalan efektif pada pelaksanaan 
sebagian besar kegiatan pengelolaah 
hutan sesuai dengan rencana yang 
ditetapkan. 

Sedang  

1.3.2 Tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga 
pelaksana seperti yang tercantum dalam 
Daftar Karyawan Bulanan PT KWL dan 
digambarkan pada Struktur Organisasi PT 
KWL Tahun 2018 - 2021. Selain itu terdapat 
surat penunjukan khusus dari jenis tugas 
tertentu dari Direksi. Perangkat dan 
pendukung SIM baik bersifat fungsional 
maupun parangkat lunak dan keras 
tersedia cukup memadai termasuk 
perangkat pendukung Forest 
Management Information System (FMIS) 
dan Systems, Application and Production 

Baik  
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
In Data Processing (SAP) untuk 
mengetahui pencapaian progres  kerja 
operasional pembangunan HTI secara 
periodik. Perangkat dan pendukung SIM 
secara keseluruhan tersedia cukup 
memadai dan berfungsi sebagaimana 
mestinya. 

1.3.3 PT KWL telah mengoperasikan SIM milik 
Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan 
SIPUHH Online, SEHATI dan SIPONGI. 
Operator/tenaga pelaksana SIPUHH 
Online, SEHATI dan SIPONGI ditunjuk 
berdasarkan SK Direktur Utama PT KWL. 
Pelaksanaan input data telah berjalan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Untuk SIPUHH Online telah berjalan 
dengan baik. Sedangkan pelaksanaan 
kegiatan SEHATI selama ini masih perlu 
perbaikan sistem karena salah satu contoh 
dengan bidang TUK, sistem SEHATI belum 
terkoneksi dengan SIPHH dan SIPNBP, 
sehingga data produksi dari TUK harus 
diinput di aplikasi SEHATI secara manual. 
Untuk SIPONGI selama ini juga masih 
terdapat kendala karena terkadang pada 
saat website mengalami maintaince 
beberapa kali terjadi sebagian data yang 
telah terisi hilang. 

Baik  

1.3.4 Terdapat unit SPI/Internal Auditor yang 
dilengkapi personil auditor yang 
ditetapkan berdasarkan SK Direktur 
Utama PT KWL No. 001/KWL/HR/I/2020 
tanggal 03 Januari 2020, dan diperbaharui 
melalui Surat Penunjukan Direktur PT KWL 
No. 01/KWL/HR/I/2021 tanggal 02 Januari 
2021. Personil yang ditunjuk sebagai 
penanggung jawab Internal Audit a.n 
Rossy Taufiq Haryanto. Sebagai acuan 
kerja Tim SPI/Internal Auditor, selain 
RKUPHHK, RKTUPHHK dan arahan 
Direktur juga telah terdapat SOP Internal 
Audit Division No. SOP/KWL/IA-01 tanggal 
02 Agustus 2018. Hasil kegiatan audit 
internal tahun 2020 dan tahun 2021 hanya 
dilakukan Audit Plantation Operation 
Performance & Maintenance Distrik 

Sedang  
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Ponak, sedangkan bidang lainnya belum 
dilakukan yaitu antara lain 
bidang/kegiatan nursery, perlidungan dan 
pengamana hutan, kelola lingkungan dan 
kelola sosial. Selain itu, kegiatan internal 
audit belum dilakukan sesuai SOP Internal 
Audit Division terutama sistem pelaporan 
dan tindak lanjut perbaikannya sehingga 
peranan unit SPI belum berjalan efektif 
untuk mengontrol seluruh tahapan 
kegiatan pengusahaan hutan tanaman. 

1.3.5 Terdapat tindakan pencegahan dan 
perbaikan manajamen berdasarkan hasil 
monitoring dan evaluasi baik yang 
dilakukan manajemen internal 
lapangan/distrik dalam struktur berjenjang 
maupun yang dilakukan oleh unit 
SPI/Internal Audit. Kegiatan monitoring 
dan evaluasi yang telah dilakukan internal 
distrik dikoordinir oleh Kepala Unit HTI 
baik kegiatan lapangan maupun 
pelaporannya dan rapat/pertemuan, 
namun sebagian belum terdokumentasi 
dengan baik. Sedangkan monitoring dan 
evaluasi yang dilakukan SPI/Internal 
Auditortahun 2020 dan 2021 hanya 
dilakukan Audit Plantation Operation 
Performance & Maintenance Distrik 
Ponak, sedangkan bidang lainnya belum 
dilakukan, sehingga peranan unit SPI 
belum berjalan efektif untuk mengontrol 
seluruh tahapan kegiatan pengusahaan 
hutan tanaman. 

Sedang  

1.4 Persetujuan atas dasar 
informasi awal tanpa 
paksaan (PADIATAPA) 

1.4.1 Kegiatan RKT PT KWL yang akan 
mempengaruhi kepentingan hak-hak 
masyarakat setempat mendapatkan 
persetujuan dari para pihak atas dasar 
informasi awal yang memadai yaitu 
dibuktikan dengan tersedianya dokumen 
RTUPHHK-HTI 2018, 2019, 2020 dan 2021 
yang telah disahkan oleh pejabat yang 
berwenang.  PT KWL telah melakukan 
sosialisasi RTUPHHK-HTI kepada 
masyarakat desa/kampung setempat yang 
merupakan desa/kampung binaan dan 
atau desa/kampung terdampak yaitu 

Baik  
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Desa/kampung Kendesiq, Rikong, Muara 
Ponak, Muara Siram dan Lembonah yang 
dibuktikan dengan BA/Kesepakatan 
Bersama, daftar hadir dan foto 
dokumentasi. 

1.4.2 Terdapat persetujuan dalam proses dan 
pelaksanaan kelola sosial/CD/CSR PT KWL 
dari para para pihak yaitu pemerintah, 
internal perusahaan dan masyarakat 
sekitar. Proses penyusunan rencana 
kegiatan kelola sosial/CSR/CD PT KWL 
dimulai dari dokumen RKUPHHK-HTI dan 
RKTUPHHK-HTI Tahun 2018, 2019, 2020 
dan 2021, kemudian penyusunan RO 
Kelola Sosial/CSR/CD yang sebagian telah 
mengakomodir kepentingan masyarakat 
sekitar dan sebagian merupakan inisiasi 
dari PT KWL. Untuk kegiatan insidentil, 
masyarakat membuat proposal kegiatan 
yang ditandatangani oleh aparat 
desa/kampung setempat. Realisasi 
kegiatan kelola sosial/CD/CSR PT KWL 
telah diterima dan disetujui oleh 
masyarakat desa/kampung binaan dan 
atau desa/kampung terdampak dan 
dibuatkan laporan kegiatan kelola sosial 
tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 serta 
terdapat bukti realisasi kegiatan kelola 
sosial berupa BA, bukti kuitansi dan foto 
dokumentasi serah terima bantuan. 
Persetujuan dalam proses dan 
pelaksanaan kelola sosial/CSR/CD PT KWL 
dari para pihak mencapai 83,33%. 
Sedangkan khusus dari masyarakat 
desa/kampung binaan dan atau 
desa/kampung terdampak mencapai 
50,00%. 

Sedang  

1.4.3 Terdapat persetujuan dalam proses 
penetapan kawasan lindung PT KWL dari 
para pihak yaitu pihak pemerintah 
(Kementerian LHK), internal manajemen 
perusahaan dan masyarakat 
desa/kampung sekitar. Kawasan lindung 
yang ditetapkan PT KWL telah dilakukan 
sosialisasi secara terpadu tahun 2018, 
2019, 2020 dan 2021 bersamaan dengan 

Baik  
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sosialisasi lainnya kepada Desa/kampung 
Kendesiq, Rikong, Muara Ponak, Muara 
Siram dan Lembonah yang merupakan 
desa/kampung bInaan dan atau 
terdampak yang dibuktikan dengan 
BA/Kesepakatan Bersama, daftar hadir 
dan foto dokumentasi kegiatan. 
Persetujuan dalam proses penetapan 
kawasan lindung PT KWL dari para pihak 
maupun khusus dari masyarakat 
desa/kampung binaan dan atau 
terdampak mencapai 100%. 

2 PRODUKSI 

2.1 Penataan areal kerja 
jangka panjang dalam 
pengelolaan hutan 
lestari  

2.1.1 PT Kelawit Wanalestari telah menyusun 
RKU yang disahkan dengan Surat 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor SK. 6930/Menlhk-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 pada tanggal 27 
Desember 2017 di Jakarta oleh pejabat 
yang berwenang. Di dalam SK tersebut 
tidak terdapat kewajiban pemenuhan 
pengesahannya. 

Baik 

2.1.2 Penempatan blok RKT 2019-2021 dan 
petak RKT 2019-2021 berada di dalam area 
RKU periode 2018-2027. Dengan demikian, 
PT Kelawit Wanalestari telah melakukan 
penataan areal kerja untuk RKT 2019-2021 
dan sesuai dengan RKU periode 2018-
2027. 

Baik 

2.1.3 Pada RKT 2019-2021 PT KWL telah 
melakukan penandaan batas blok dan 
petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) 
yang terlihat dengan jelas di lapangan. 

Sedang  

2.2 Tingkat pemanenan 
lestari untuk setiap 
jenis hasil hutan kayu 
utama dan bukan kayu 
pada setiap tipe 
ekosistem.  

2.2.1 PT Kelawit Wanalestari telah memiliki data 
potensi untuk RKT 2019-2021 dari hasil 
kegiatan Pre Harvesting Inventory (PHI) 
pada tipe ekosistem lahan kering beserta 
kelengkapan peta pendukung berupa 
sebaran lokasi PHI dengan skala 1:10.000. 

Baik  

2.2.2 PT Kelawit Wanalestari telah melakukan 
analisis riap dan telah dilaporkan tetapi 
belum digunakan sebagai dasar 
penentuan jatah tebangan tahunan. 

Sedang  

2.3 Pelaksanaan penerapan 
tahapan 
sistemsilvikultur untuk 

2.3.1 PT  Kelawit  Wanalestari  telah  memiliki  
seluruh  SOP  Sistem  Silvikultur THPB  
dan  telah mengimplementasikan 

Sedang  
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menjamin regenerasi 
hutan.  

sebagian besar tahapan sistem silvikultur 
pada tahun 2019-2021. Kekurangannya 
yaitu beberapa tidak dibuat tanda dan 
alur batas (Penataan Areal Kerja), serta 
jumlah alat damkar yang belum sesuai 
peraturan. 

2.3.2 Rata-rata potensi sebelum masak tebang 
pada tahun 2018 sampai dengan tahun 
2021 PT Kelawit Wanalestari adalah 129,59 
m3 atau di atas 120 m3/ha. 

Baik  

2.3.3 PT Kelawit Wanalestari telah melakukan 
penanaman permudaan tanaman dalam 
jumlah yang mampu menjamin terjadinya 
kelestarian pemanenan yaitu 91,3% atau > 
90% dari jumlah tanaman per hektar sesuai 
jarak tanam yang dipergunakan. 

Baik  

2.3.4 PT Kelawit Wanalestari telah 
mengalokasikan lahan untuk penanaman 
karet untuk seluruh kelas umur (5 kelas 
umur) dan merata. 

Baik  

2.4 Ketersediaan dan 
penerapan teknologi 
ramah lingkungan 
untuk pemanfaatan 
hutan  

2.4.1 Penerapan  teknologi  ramah  lingkungan  
yang  dilakukan  oleh  PT  Kelawit  
Wanalestari diterapkan pada 2 tahapan 
dari 4 tahapan. Kekurangan penerapan 
RIL yaitu pada tahapan perencanaan/pra 
pemanenan terdapat kekurangan yaitu 
kondisi jalan yang tidak terdapat parit dan 
beberapa petak tidak terdapat rintis 
batas, pada patok RKT 2019 kurang 
lengkap informasinya. Selain itu, pada 
tahapan paska pemanenan terdapat 
kekurangan yaitu tidak dibuat parit. 

Sedang  

2.4.2 PT Kelawit Wanalestari pada periode audit 
resertifikasi mulai dari tahun 2019 sampai 
dengan 2021 tidak terdapat kegiatan 
pemanfaatan hasil hutan. Tidak adanya 
kegiatan pemanfaatan hasil hutan 
menyebabkan tidak dapat tersedianya  
data yang dapat dianalisis untuk 
perhitungan faktor eksploitasi. 

NA 

2.5 Realisasi penebangan 
sesuai dengan rencana 
kerja penebangan / 
pemanenan / 
pemanfaatan pada 
areal  kerjanya.  

2.5.1 PT Kelawit Wanalestari telah memiliki 
Dokumen RKT 2018-2021 yang telah 
disahkan oleh pejabat yang berwenang 
baik secara self approval (Direktur Utama) 
maupun oleh Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur. Isi dokumen 

Baik  
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tersebut sesuai dengan RKU Periode 2018-
2027. 

2.5.2 PT Kelawit Wanalestari telah membuat 
peta kerja tahun 2018-2021 yang dibuat 
oleh GANIS CANHUT di mana 
tergambarkan area budidaya dan area 
kawasan lindung serta sesuai dengan peta 
kerja Revisi RKU periode 2018-2027. 

Baik  

2.5.3 PT KWL telah mengimplementasikan 
sebagian besar penandaan pada area 
produksi dan area kawasan lindung dari 
peta kerja untuk RKT 2019-2021. Ada 
beberapa kekurangan yaitu beberapa 
petak tidak terdapat rintis batas, pada 
patok RKT 2019 kurang lengkap 
informasinya. 

Sedang  

2.5.4 Realisasi volume produksi PT KWL untuk 
tahun 2019-2020 adalah 0% atau kurang 
dari 70%. 

NA 

2.6 Tingkat investasi dan 
reinvestasi yang 
memadai dan 
memenuhi kebutuhan 
dalam pengelolaan 
hutan, administrasi, 
penelitian dan 
pengembangan serta 
peningkatan 
kemampuan sumber 
daya  

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial PT Kelawit 
Wanalestari Tahun 2018 adalah nilai 
likuiditas sebesar 127%, nilai solvabilitas 
sebesar 81% dan nilai rentabilitas negatif 
sebesar 3%. Sedangkan untuk tahun 2019 
nilai likuiditas sebesar 93%, nilai 
solvabilitas sebesar 64% dan nilai 
rentabilitas negatif sebesar 3%. Tahun 
2020 nilai likuiditas sebesar 103%, nilai 
solvabilitas sebesar 152% dan nilai 
rentabilitas negatif sebesar 5%. Ketiga 
laporan keuangan tersebut disebutkan 
bahwa opini untuk ketiga laporan 
keuangan tersebut adalah wajar tanpa 
pengecualian. 

Sedang  

2.6.2 PT Kelawit Wanalestari pada tahun 2018 
adalah 76,9%, tahun 2019 adalah 73,8%, 
tahun 2020 adalah 73,6% atau berada di 
kisaran 60-80% dari keseluruhan kelola 
hutan yang seharusnya. 

Sedang  

2.6.3 Rata-rata simpangan alokasi dana untuk 
kegiatan pengelolaan hutan yang telah 
dilakukan oleh PT Kelawit Wanalestari 
pada tahun 2018-2020 adalah 23,1% ;26,2%; 
26,4% atau berada di kisaran 20-50%. 

Sedang  

2.6.4 Realisasi pendanaan untuk kegiatan 
pengelolaan hutan PT Kelawit Wanalestari 

Sedang  
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pada tahun 2018-2020 lancar tetapi tidak 
terealisasi seluruhnya. 

2.6.5 Rata-rata realisasi modal yang ditanamkan 
(Kembali) ke hutan untuk RKT 2018-2020 
adalah 92,6%. Namun demikian, kegiatan 
penanaman belum terealisasi dikarenakan 
belum ada penebangan dari tahun 2019-
2021. 

Sedang  

2.6.6 Realisasi kegiatan penanaman pada tahun 
2018 adalah 100% atau terealisasi 
seluruhnya. 

Baik  

3 EKOLOGI 

3.1 Keberadaan, 
kemantapan dan 
kondisi kawasan 
dilindungi pada setiap 
tipe  hutan  

3.1.1 PT Kelawit Wanalestari telah 
mengalokasikan Kawasan Dilindungi 
dengan luasan total 3.457 Ha atau 15,7% 
dari total areal kerja yang tertuang 
didalam dokumen RKUPHHK-HTI PT KWL 
Tahun 2017 Periode 2018-2027. Belum ada 
perubahan luasan dilindungi berdasarkan 
KepmenLHK No. 
SK.614/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2019 
tanggal 26 Desember 2018 tentang 
Perubahan Atas Kepmenhut No. 
169/Menhut-II/2005 tanggal 16 Juni 2005. 
Berdasarkan verifikasi dokumentasi 
lapangan, kondisi biofisik kawasan 
lindung PT KWL cukup sesuai. 

Sedang  

3.1.2 PT Kelawit Wanalestari telah melakukan 
penataan batas kawasan lindung dengan 
presentase yang telah ditandai sebesar 
80,15% atau sekitar 74,00 km dari panjang 
total rencana tahun 2021 sepanjang 92,23 
km. Berdasarkan verifikasi lapangan 
terhadap tanda batas kawasan lindung, 
diketahui bahwa terdapat penandaan 
seperti sign plate dan cat pada pohon 
berwarna merah. 

Sedang  

3.1.3 Kondisi penutupan lahan pada areal 
kawasan lindung PT KWL yang kondisinya 
masih berhutan seluas ± 1.968 Ha atau 
sekitar 56,93 % dari luas total areal 
kawasan lindung dengan jenis penutupan 
berupa Belukar Tua, Hutan Lahan Kering 
Sekunder dan Hutan Tanaman. PT KWL 
telah mengimplementasikan kegiatan 
penanaman rehabilitasi pada kawasan 

Sedang  



 

PR-01.rev1-2/F.24-GRS/PHPL/2021  17 
 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
lindung seluas 3 Ha dengan jenis tanaman 
yang ditanam yaitu Kapur, Meranti merah 
dan Mangga. 

3.1.4 Pada areal konsesi PT KWL tidak terdapat 
areal gambut sehingga verifier 3.1.4 Not 
Aplicable. 

NA 

3.1.5 Kawasan dilindungi PT KWL telah 
mendapat pengakuan dari para pihak, 
antara lain : pemerintah, internal 
perusahaan, dan masyarakat desa sekitar. 
Dengan demikian, kawasan dilindungi PT 
KWL telah mendapatkan persetujuan dari 
para pihak. 

Baik  

3.1.6 PT Kelawit Wanalestari telah 
melaksanakan pengelolaan terhadap 
seluruh kawasan lindung meliputi KPPN, 
DPSL dan Sempadan Sungai dan terdapat 
laporan pengelolaan yang sesuai dengan 
ketentuan terhadap seluruh kawasan 
lindung. 

Baik  

3.2 Perlindungan dan 
pengamanan hutan  

3.2.1 PT Kelawit Wanalestari telah memiliki SOP 
terkait dengan perlindungan gangguan 
hutan. Prosedur-prosedur tersebut telah 
mencakup seluruh jenis-jenis gangguan 
perlindungan hutan yang ada di areal PT 
KWL dan mengacu peraturan yang 
berlaku. 

Baik 

3.2.2 PT Kelawit Wanalestari telah memiliki 
sarana dan prasarana untuk perlindungan 
gangguan hutan dengan total jumlah 
mencapai 56 jenis, akan tetapi jenis dan 
jumlah sarana prasarana tidak sesuai 
dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai. 

Sedang  

3.2.3 PT Kelawit Wanalestari telah memiliki 
personel perlindungan hutan/satuan 
pengamanan hutan yang memadai sesuai 
dengan ketentuan, akan tetapi untuk 
personil pengendalian kebakaran hutan 
dan lahan jumlah dan kualifikasinya belum 
memadai. 

Sedang  

3.2.4 PT Kelawit Wanalestari telah 
melaksanakan kegiatan perlindungan 
hutan tetapi belum seluruhnya 
mempertimbangkan jenis-jenis gangguan 
yang ada. Masih ditemukan aktifitas 

Sedang  
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gangguan hutan berupa kegiatan 
perambahan lahan dan illegal logging. 

3.3 Pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan iar  

3.3.1 PT KWL telah memiliki prosedur 
pengelolaan dan pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air yang menyeluruh 
meliputi pengelolaan dan pemantauan 
hidrologis, fisik-kimia tanah, kualitas udara 
dan komponen biologi. 

Baik 

3.3.2 PT Kelawit Wanalestari telah memiliki 
sarana pemantauan yang memadai dan 
sarana pengelolaan yang sebagian besar 
memadai untuk pelaksanaan pengelolaan 
dan pemantauan dampak terhadap tanah 
dan air. 

Sedang  

3.3.3 PT KWL sudah memiliki SDM pengelolaan 
dan pemantauan dampak terhadap tanah 
dan air yang memadai sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku yaitu terdapat 
Tenaga Ganis Bidang Pembinaan Hutan 
(GANIS BINHUT) dengan jumlah 1 (satu 
orang) dan didukung oleh personil bidang 
konservasi. 

Baik  

3.3.4 PT Kelawit Wanalestari telah 
mengimplementasikan sebagian besar 
kegiatan pengelolaan dampak terhadap 
tanah dan air dilapangan. Belum terdapat 
pembangunan sengkedan jalan setinggi ± 
1 meter dan penanaman pada areal 
terbuka. 

Sedang  

3.3.5 Berdasarkan verifikasi tabel di atas, 
diketahui bahwa PT KWL telah 
merealisasikan seluruh kegiatan 
pemantauan dampak terhadap tanah dan 
air, adapun kegiatan pemantauan meliputi 
pemantauan water-table, fisik dan kimia 
gambut, subsidensi gambut, sifat fisik 
tanah, sifat kimia tanah, curah hujan , 
debit aliran permukaan dan kualitas air 
permukaan. 

Baik 

3.3.6 PT KWL telah melaksanakan kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
yang tertuang dalam laporan RKL RPL per-
semester tahun 2020 dan 2021. 
Berdasarkan telaah pada hasil analisa 
pemantauan dan dkumentasi lapangan, 

Baik  
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tidak ditemukan adanya dampak yang 
signifikan terhadap tanah dan air. 

3.4 Identifikasi spesies flora 
dan fauna yang 
dilindungi dan/atau 
langka (endangered), 
jarang (rare), terancam 
punah (threatened) dan 
endemik  

3.4.1 PT Kelawit Wanalestari telah memiliki 
prosedur identifikasi flora dan fauna yang 
mencakup flora dan fauna dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah, 
dan endemik serta mengacu pada 
peraturan yang berlaku. 

Baik  

3.4.2 PT Kelawit Wanalestari telah 
melaksanakan kegiatan identifikasi flora 
dan fauna untuk seluruh jenis yang 
dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik. Daftar flora 
dan fauna telah diidentifikasi status 
perlindungan dan keterancamannya 
maupun pembatasan peredaraannya 
berdasarkan Permen LHK P.106 tahun 
2018, IUCN, CITES dan peraturan nasional 
lainnya. 

Baik  

3.5 Pengelolaan flora 
untuk: 
1. Luasan tertentu dari 

hutan produksi yang 
tidak terganggu dan 
bagian yang tidak 
rusak. 

2. Perlindungan 
terhadap spesies 
fauna dilindungi 
dan/atau langka, 
jarang, terancam 
punah dan endemik 

3.5.1 PT KWL telah memiliki sebagian prosedur 
pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang 
dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik. Prosedur 
yang dimiliki oleh PT KWL mencakup 
pengelolaan habitat (kawasan lindung), 
rehabilitasi lahan, identifikasi dan 
pemantauan, pembibitan, penelitian, 
pengayaan, penanaman dan pemeliharaan 
flora dilindungi. Belum terdapat 
prosedur/instruksi kerja terhadap spesies 
tertentu yang dilindungi, jarang, langka, 
terancam punah dan endemik. 

Sedang  

3.5.2 PT KWL telah melaksanakan sebagian 
pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang 
dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik. Kegiatan 
pengelolaan belum mencakup secara 
langsung pengelolaan terhadap flora 
dilindungi per jenis yang berada di areal PT 
KWL. 

Sedang  

3.5.3 Berdasarkan verifikasi dokumen, verifikasi 
lapangan, dan wawancara diketahui 
bahwa terdapat gangguan terhadap 
kondisi sebagian spesies flora dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah 
dan endemik. PT KWL telah melakukan 

Sedang  
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upaya-upaya perlindungan berupa patroli 
secara rutin dan himbauan atau larangan 
baik secara langsung melalui kegiatan 
sosialisasi maupun secara tidak langsung 
melalui pemasangan papan larangan dan 
himbauan untuk tidak melakukan kegiatan 
pembukaan lahan secara illegal dan 
melakukan tindakan illegal logging. 

3.6 Pengelolaan fauna 
untuk: 
3. Luasan tertentu dari 

hutan produksi yang 
tidak terganggu dan 
bagian yang tidak 
rusak 

4. Perlindungan 
terhadap spesies 
fauna dilindungi 
dan/atau langka, 
jarang, terancam 
punah dan endemik  

3.6.1 PT Kelawit Wanalestari telah memiliki 
sebagian prosedur pengelolaan untuk 
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan 
endemik. Prosedur yang dimiliki belum 
mengatur pengelolaan fauna perjenis 
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik yang 
berada di areal PT KWL. 

Sedang  

3.6.2 PT KWL telah melaksanakan sebagian 
kegiatan pengelolaan fauna dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah 
dan endemik. Belum terdapat pengelolaan 
secara spesifik jenis fauna dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah 
dan endemik. 

Sedang  

3.6.3 Berdasarkan verifikasi dokumen, verifikasi 
lapangan, dan wawancara diketahui 
bahwa ada indikasi gangguan terhadap 
kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan 
endemik. PT KWL telah melakukan upaya-
upaya perlindungan berupa patroli secara 
rutin dan himbauan atau larangan baik 
secara langsung melalui kegiatan 
sosialisasi maupun secara tidak langsung 
melalui pemasangan papan larangan dan 
himbauan untuk tidak melakukan kegiatan 
perburuan satwa khususnya yang 
dilindungi. 

Sedang  

4 SOSIAL 

4.1 Kejelasan deliniasi 
kawasan operasional 
perusahaan/pemegang 
izin dengan kawasan 
masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat 
setempat  

4.1.1 PT Kelawit Wanalestari memiliki 
dokumen/laporan yang lengkap mengenai 
pola penguasaan dan pemanfaatan 
SDA/SDH setempat,  identifikasi  hak-hak  
dasar  masyarakat  hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat terdapat dalam 
dokumen: Laporan Identifikasi hak-hak 

Baik 
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masyarakat adat/lokal, Laporan 
Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan Hasil 
Hutan Bukan Kayu (HHBK), Laporan Studi 
Dampak Sosial (SDS), Laporan dan 
Evaluasi Rekomendasi Studi Dampak 
Sosial (SDS). Sedangkan untuk rencana 
pemanfaatan SDH PT Kelawit Wanalestari 
dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-
HTI periode tahun 2018-2027, RKTUPHHK-
HTI tahun 2018-2021 dan Rencana Kelola 
Sosial tahun 2018-2021. 

4.1.2 PT Kelawit Wanalestari memiliki 
mekanisme terkait penataan 
batas/rekontruksi batas kawasan secara 
partisipatif dan penyelesaian konflik batas 
kawasan dituangkan dalam SOP 
Pemetaan Partisipatif, SOP Tata Bats 
Definitif, SOP Penyelesaian Konflik Lahan, 
SOP Penyelesaian Tumpang Tindih. Hasil 
telaahan terhadap SOP yang ada, 
dokumen tersebut telah disepakati oleh 
masyarakat yang dibuktikan dengan 
dengan adanya beberapa proses 
pembuatan penataan batas partisipatif 
dengan Kawasan yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat di areal PT KWL serta dalam 
proses penyelesaian konflik dengan 
masyarakat, tetapi SOP Penyelesaian 
Konflik belum  seluruhnya mengacu 
kepada Perdirjen PHPL Nomor : 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 
Februari 2016 tentang Pedoman 
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 
pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan 
Produksi. 

Sedang  

4.1.3 PT Kelawit Wanalestari telah  memiliki  
mekanisme  mengenai  pengakuan hak-
hak dasar masyarakat hukum adat dan 
masyarakat setempat dalam perencanaan 
pemanfataan SDH, yang legal, lengkap 
dan jelas berupa prosedur yaitu hasil 
hutan bukan kayu, studi data dasar, 
FPIC/padiatapa, identifikasi hak-hak 
masyarakat adat, studi dampak sosial, 
pembinaan masyarakat desa hutan, 

Baik 
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partisipasi masyarakat dengan pola 
kemitraan dan tanaman rakyat pola 
kemitraan. Dokumen Prosedur tersebut 
berisi uraian tentang tujuan, ruang 
lingkup, refrensi, penanggung jawab, 
definisi, prosedur/tahapan kerja serta  
dokumen pendukung dan dokumen hasil 
kegiatan, dimana SOP/mekanisme 
tersebut masih relevan untuk diterapkan 
di lapangan.  

4.1.4 PT Kelawit Wanalestari telah membuat 
batas yang jelas atas areal kerja PT KWL 
berupa batas areal yang dibuktikan 
dengan Keputusan Bupati Kutai Barat 
Nomor 146.3/K.207/2012 dan Nomor 
146.3/K.205/2012 serta Berita Acara 
Penetapan Batas Wilayah Masyarakat 
sekitar areal Kawasan dan telah 
melakukan kegiatan sosialisasi terkait 
batas areal kerja PT KWL dilakukan secara 
berkala. Masyarakat mengetahui 
keberadaan batas antara areal kerja 
efektif. 

Baik  

4.1.5 Terdapat persetujuan atas luas dan batas 
areal kerja PT Kelawit Wanalestari oleh 
para pihak yaitu pemerintah, perusahaan 
yang arealnya berbatasan dan sebagian 
masyarakat. Terdapat persetujuan oleh 
perwakilan masyarakat Kampung sekitar, 
namun masih terdapat konflik areal 
berupa klaim lahan oleh masyarakat di 
dalam areal PT KWL. 

Sedang 

4.2 Implementasi tanggung 
jawab sosial 
perusahaan  sesuai 
dengan  peraturan 
perundangan yang 
berlaku  

4.2.1 PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen 
menyangkut tanggung jawab sosial 
pemegang izin sesuai dengan peraturan 
perundangan yang relevan/ berlaku antara 
lain termuat dalam SK IUPHHK-HTI, 
RKUPHHK-HTI tahun 2018-2027, 
RKTUPHHK-HTI tahun 2018-2021 dan RKS 
CSR tahun 2018-2021 tetapi belum tersedia 
berita acara kesepakatan kemitraan 
tanaman kehidupan. 

Sedang  

4.2.2 PT Kelawit Wanalestari telah memiliki 
mekanisme yang lengkap dan legal terkait 
pemenuhan kewajiban sosial  pemegang 
izin terhadap masyarakat di tuangkan 

Baik 
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dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa 
Hutan (PMDH), SOP Kelola Sosial (CSR), 
SOP Partisipasi Masyarakat, SOP Hutan 
Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, SOP 
Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Perencanaan 
Tenaga Kerja dan SOP FPIC (Padiatapa) 
dan telah di implementasikan. 

4.2.3 PT Kelawit Wanalestari telah 
melaksanakan kegiatan sosialisasi 
mengenai hak dan kewajiban pemegang 
izin terhadap seluruh kampung binaan 
dalam mengelola SDH dari tahun 2018-
2021. sosialisasi yang dilakukan 
diantaranya Visi Misi, RKT, Kawasan 
Lindung, Program CD CSR, Kebakaran 
Hutan. Kegiatan sosialisasi 
terdokumentasi dengan baik, mulai dari 
daftar hadir, materi hingga foto 
dokumentasi. 

Baik  

4.2.4 PT Kelawit Wanalesatari memiliki bukti 
terkait realisasi pemenuhan tanggung 
jawab sosial terhadap masyarakat yang 
berada di sekitar areal tertuang dalam BA 
Serah Terima bantuan /sumbangan PT 
KWL kepada Masyarakat Tahun 2018-2021, 
kegiatan pendidikan, Kesehatan, serta 
Bantuan BBM untuk listrik dan bantuan 
transportasi masyarakat kampung. 
Tingkat pencapaian realisasi 
tanggungjawab sosial tahun 2018-2021 
sebesar 62,56%, masih belum mencapai 
100 %. 

Sedang  

4.2.5 PT Kelawit Wanalestari memiliki 
laporan/dokumen yang lengkap terkait 
pelaksanaan tanggung jawab sosial 
pemegang izin termasuk ganti rugi, 
terdapat dokumen: rencana kerja tahunan 
corporate social responsibility, laporan 
realisasi program tanggung jawab sosial, 
berita acara bantuan corporate social 
responsibility, dokumen daftar karyawan 
lokal, dokumen sosialisasi, dokumen 
terkait kemitraan kehutanan. 

Baik  

4.3 Ketersediaan 
mekanisme dan 
implementasi distribusi 

4.3.1 PT Kelawit Wanalestari memiliki data dan 
informasi yang lengkap & jelas tentang 
masyarakat hukum adat dan/atau 

Baik  



 

PR-01.rev1-2/F.24-GRS/PHPL/2021  24 
 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
manfaat yang adil antar 
para pihak  

masyarakat setempat yang terlibat, 
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH yang dapat dilihat secara 
umum pada dokumen pokok (RKU 2018-
2027 dan RKT) serta dalam dokumen hasil 
studi dampak sosial. 

4.3.2 PT Kelawit Wanalestari memiliki 
mekanisme terkait peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat tertuang dalam SOP Pembinaan 
Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP 
Kelola Sosial (CSR), SOP Partisipasi 
Masyarakat Dengan Pola Kemitraan, SOP 
Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, 
SOP Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP 
Perencanaan Tenaga Kerja. Berdasarkan 
telaah terhadap SOP yang ada, PT KWL 
telah mekanisme yang legal, lengkap dan 
jelas mengenai peningkatan peran serta 
dan aktivitas ekonomi masyarakat disertai 
dengan dokumen-dokumen Pembuatan 
MoU/Kesepakatan dan Perjanjian-
Perjanjian dengan masyarakat sekitar. 

Baik  

4.3.3 PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen 
rencana pemegang izin mengenai 
kegiatan peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat, yang 
lengkap dan jelas dalam dokumen 
RKUPHHK-HTI 2018-2027, RKTUPHHK-HTI 
2018-2021 dan rencana kelola sosial tahun 
2018-2021. 

Baik  

4.3.4 Terdapat bukti implementasi sebagian 
besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat oleh 
pemegang izin berupa: Realisasi kegiatan 
PMDH PT Kelawit Wanalestari Tahun 2019 
s/d 2021, dalam hal peningkatan peran 
serta aktivitas ekonomi masyarakat 
sebesar : 62,56%, Pemanfaatan Tenaga 
Kerja Lokal PT Kelawit Wanalestari Tahun 
2021 sebesar 85,30% (29 karyawan lokal 
dari 34 karyawan), Realisasi program 
DMPA PT Kelawit Wanalestari sebesar 100 

Baik  
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% dan kewajiban yang belum terealisir 
adalah tanaman kehidupan. 

4.3.5 PT Kelawit Wanalestari telah memiliki 
Laporan tentang Pelaksanaan Distrinusi 
Manfaat, namum belum disusun secara 
sistematis sehingga dapat memberikan 
informasi secara utuh tentang analisis 
permasalahan dan potensi serta solusi dan 
rekomendasi kegiatan berikutnya. 
Laporan Pelaksanaan Distibusi Manfaat 
kepada Para Pihak juga belum dilaporkan 
secara khusus kepada pemerintah daerah 
maupun Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimanatan timur dan belum memiliki 
Laporan terkait monitoring kegiatan yang 
sifatnya kemitraan /pemberdayaan 
masyarakat seperti bantuan binatang 
ternak dan laporan peningkatan omzet 
bagi desa-desa sekitar dengan adanya 
operasional perusahaan. 

Sedang  

4.4 Keberadaan mekanisme 
resolusi konflik yang 
handal  

4.4.1 PT Kelawit Wanalestari memiliki 
mekanisme resolusi konflik berupa SOP 
Penyelesaian Tumpang Tindih Nomor : 
SOP/KWL/FP-08 dan SOP Penyelesaian 
Konflik Lahan Nomor : SOP/KWL/FP-07, 
Keberadaan mekanisme resolusi konflik 
belum sepenuhnya mengacu kepada 
Peraturan Dirjen 
No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang 
pedoman potensi dan resolusi konflik 
pada pemegang izin usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu (IUPHHK) dalam hutan 
produksi. 

Sedang  

4.4.2 Terdapat konflik dan tersedia peta konflik 
namun belum lengkap. Terdapat laporan 
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT 
Kelawit Wanalestari dari tahun 2018-2021 
tetapi laporan tersebut belum 
sepenuhnya mengacu kepada aturan 
sesuai Perdirjen Pengelolaan Hutan 
Produksi No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, 
tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan 
Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin 
Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu 
(IUPHHK) Dalam Hutan Produksi. 

Sedang  
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4.4.3 PT Kelawit Wanalestari telah memiliki 

organisasi yang bertugas menyelesaikan 
konflik yang timbul dikarenakan kegiatan 
perusahaan. Kelembagan yang dibentuk 
terdiri dari unsur perusahaan, masyarakat 
dan pemerintah daerah jika memerlukan 
mediasi lebih lanjut. Proses penyelesaian 
permasalahan lahan garapan dalam areal 
kerja PT KWL sejak tahun 2018 hingga 2021 
menunjukkan bahwa kelembagaan 
resolusi konflik yang ada dapat 
menjalankan tugasnya dengan didukung 
pendanaan operasional dari perusahaan. 

Baik  

4.4.4 PT Kelawit Wanalestari memiliki 
dokumen/laporan penanganan konflik 
yang jelas, namun belum lengkap (belum 
sesuai Perdirjen PHPL No. 5 tahun 2016). 
Terdapat laporan pemetaan potensi dan 
resolusi konflik dari tahun 2018-2021 yang 
menjelaskan upaya manajemen dan 
resolusi konflik tahun 2018-2021 yang telah 
dilakukan PT KWL. Usaha resolusi konflik 
yang telah dilakukan oleh PT KWL yaitu 
ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) dengan 
masyarakat kegiatan kelola sosial/CSR 
bantuan lain insidentil serta penerimaan 
tenaga kerja lokal dari masyarakat 
kampung sekitar. 

Sedang  

4.5 Perlindungan, 
Pengembangan dan 
Peningkatan 
Kesejahteraan Tenaga 
Kerja  

4.5.1 PT Kelawit Wanalestari telah 
merealisasikan seluruh hubungan 
industrial kepada karyawannya 
diantaranya seperti kebebasan berserikat, 
pembayaran gaji yang lancar, pemenuhan 
mess karyawan, sarana ibadah, sarana 
olahraga serta fasilitas kesehatan bagi 
karyawan terdapat Klinik Perusahaan di 
Distrik Ponaq dilengkapi Tenaga Dokter 
dan Tenaga Paramedis. 

Baik  

4.5.2 PT Kelawit Wanalestari telah 
merealisasikan rencana pengembangan 
kompetensi tenaga kerja dari tahun 2018-
2021 sebesar 28/51 x 100% = 54,90% dari 
rencana sesuai kebutuhan. 

Sedang  

4.5.3 PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen 
standar jenjang karir dan telah 
diimplementasikan seluruhnya. Terdapat 

Baik  
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aturan terkait jenjang karir dalam 
dokumen perjanjian kerja bersama (PKB), 
prosedur (mutasi karyawan, sistem 
manajemen kinerja karyawan, promosi), 
serta bukti implementasi tahapan proses 
promosi/mutasi karyawan (melalui 
mekanisme penilaian/evalusi karyawan).  

4.5.4 PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen 
tunjangan kesejahteraan karyawan dan 
sebagian besar telah  diimplementasikan.   

Sedang 

 
 

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

1.1.  Areal unit manajemen 
hutan terletak dikawasan 
hutan produksi  

1.1.1.a  PT KWL memperoleh izin usaha dengan   
Surat   Keputusan   Menteri   Kehutanan 
No.SK.169/Menhut-II/2005 tanggal 16 Juni 
2005 tentang Pemberian Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada 
Hutaman  kepada PT KWL atas areal seluas + 
22.065 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. Pada 
Tahun 2018 PT KWL meperoleh SK Adendum 
dari Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dengan Nomor : 
SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 
Tanggal 26 Desember 2018 Tentang 
Perubahan atas Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor SK.169/Menhut-II/2005 
Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 
Kepada PT KWL Atas Areal Hutan Seluas + 
17.950 Ha di Provinsi Kalimantan Kalimantan 
Timur. Fungsi areal PT KWL dengan luas 
17.850 Ha terdiri  atas kawasan  hutan 
dengan fungsi HP seluas 16.435,62 Ha, HPK 
seluas 1.165 Ha dan APL seluas 250 Ha. 

Memenuhi 

1.1.1.b PT KWL telah melunasi kewajiban Iuran 
IHPHTI total sebesar Rp. 57.359.000.- 
melalui transfer  Bank  Bapindo  tanggal  4 
April 2001 dan melalui Bank Indonesia sesuai 
dengan Surat Perintah Pembayaran Nomor 
224/VI-Edar/2001 Tanggal 22 Pebruari 2001. 

Memenuhi 

1.1.1.c Di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT KWL 
tidak terdapat kegiatan yang sah di luar 
kegiatan IUPHHK-HTI PT KWL Dengan 
demikian maka norma penilaian verifier 1.1.1c 
adalah Not Applicable (NA). 

NA 
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2.1.  Pemegang izin memiliki 
rencana penebangan 
pada areal tebangan 
yang disahkan oleh 
pejabat yang berwenang 

2.1.1.a PT KWL sudah memiliki RKUPHHK-HTI 
berdasarkan SK. Menteri LHK No.  
SK.6930/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 
tanggal 27 Desember 2017, telah dilampiri 
peta-peta sesuai ketentuan yang berlaku. 
Dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2020 
disahkan secara (self approval) oleh Direktur 
Utama PT KWL (Arnold Siagian) dengan SK 
No. 001/RKT-KWL/XII/2019  tanggal  10 
Desember 2019, sedangkan Dokumen 
RKTUPHHK-HTI tahun 2021 disahkan secara 
(self approval) oleh Direktur Utama PT KWL 
(Arnold Siagian) dengan SK No. 001/RKT-
KWL/XII/2020  tanggal  15 Desember 2020. 
Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 
dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT atas nama 
Amiruddin (No Reg. 00376-
11/CANHUT/XX/2011) dan Tahun 2021 dibuat 
oleh GANIS PHPL CANHUT atas nama Budi 
Pangroso (No Reg. 01210009195). 

Memenuhi 

2.1.1.b Terdapat areal yang tidak boleh ditebang 
berupa sempadan sungai Ponak (00° 32’ 44'' 
LS : 116° 01' 03''BT dan 00° 49’ 40'' LS : 116° 02' 
03''BT), DPSL (00° 47’ 21'' LS : 116° 03' 05'' 
BT), dan KPPN (00° 47’ 22'' LS : 116° 03' 
06''BT) yang posisi di peta dan terdapat 
tanda papan (nama/himbauan/keterangan) 
yang terlihat jelas serta terpelihara dengan 
cukup baik. 

Memenuhi 

2.1.1.c PT KWL sudah membuat Penandaan lokasi 
blok dan petak tebangan pada peta lampiran 
RKT, sudah disahkan/dicap oleh pihak yang 
berwenang serta dikirimkan foto yang 
dilengkapi dengan koordinat lapangan 
menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian 
antara lokasi dilpangan dengan posisi di peta 
dan terdapat tanda papan 
(nama/himbauan/keterangan) yang terlihat 
jelas serta terpelihara dengan cukup baik. 

Memenuhi 

2.2.  Adanya rencana kerja 
yang sah  

2.2.1.a PT KWL telah menyusun dokumen  
RKUPHHK-HTI  periode 2018  s.d.  2027  yang 
disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui 
No.  SK.6930/Menlhk-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 
Desember 2017. Dokumen RKUPHHK-HTI 
tersebut telah dilengkapi lampiran-
lampirann sesuai aturan yang berlaku. 

Memenuhi 



 

PR-01.rev1-2/F.24-GRS/PHPL/2021  29 
 

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

2.2.1.b Selama periode November 2020 s.d Oktober 
2021, IUPHHK-HTI PT KWL tidak melakukan 
kegiatan penyiapan lahan dengan 
penebangan dari hutan alam sehingga tidak 
ada pemanfaatan kayu dari hutan alam, 
sehingga verifier 2.2.1b tidak dapat 
diverifikasi, sehingga verifier 2.2.1b tidak 
dapat diverifikasi. 
Not Applicable (“NA”). 

NA 

3.1.  Pemegang izin menjamin 
bahwa semua kayu yang 
diangkut dari Tempat 
Penimbunan Kayu  (TPK) 
hutan ke TPK Antara dan 
dari TPK Antara ke 
industri primer hasil 
hutan (IPHH)/pasar, 
mempunyai identitas fisik 
dan dokumen yang sah 

3.1.1 PT KWL tidak ada kegiatan penebangan 
dalam periode bulan November 2020 sampai 
dengan bulan Oktober 2021, sehingga tidak 
terdapat dokumen LHP berisi kayu, dengan 
demikian maka verifier ini tidak dapat 
diterapkan (Not Applicable/NA). 

NA 

3.1.2 Diakibatkan tidak adanya kegiatan 
penebangan, maka PT KWL tidak melakukan 
pengangkutan kayu sehingga terdapat 
memiliki dokumen SKSHHK dalam periode 12 
bulan terakhir, dengan demikian maka 
verifier ini tidak dapat diterapkan (Not 
Applicable/NA). 

NA 

3.1.3.a Tidak terdapat kegiatan penebangan kayu 
dalam periode blan November 2020 sampai 
dengan Oktober 2021, sehingga tidak ada 
kegiatan pemasangan tanda-tanda 
PUHH/barcode pada kayu bulat. Dengan 
demikian maka verifier ini tidak dapat 
diterapkan (Not Applicable /NA). 

NA 

3.1.3.b Tidak terdapat kegiatan penebangan kayu 
dalam periode blan November 2020 sampai 
dengan Oktober 2021, sehingga  tidak ada  
kegiatan  penandaan  identitas kayu bulat 
yang dapat ditelusuri/lacak balak. Dengan 
demikian maka verifier ini tidak dapat 
diterapkan (Not Applicable /NA). 

NA 

3.1.4 Selama periode November 2020 s/d Oktober 
2021 (12 bulan terakhir), PT KWL tidak 
melakukan kegiatan penebangan dan tidak 
terdapat pengangkutan kayu, sehingga 
verifier ini tidak dapat diterapkan (Not 
Applicable/NA). 

NA 

3.2.  Pemegang izin telah 
melunasi kewajiban 
pungutan pemerintah 
yang terkait dengan kayu 

3.2.1.a Selama periode November 2020 s/d Oktober 
2021 (12 bulan terakhir), PT KWL tidak 
melakukan kegiatan penebangan sehingga 
tidak terdapat Surat Perintah Pembayaran 
PSDH, sehingga verifier ini tidak dapat 
diterapkan (Not Applicable/NA). 

NA 
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3.2.1.b Selama periode November 2020 s/d Oktober 
2021 (12 bulan terakhir), PT KWL tidak 
melakukan kegiatan penebangan sehingga 
tidak terdapat bukti setor Pembayaran 
PSDH, sehingga verifier ini tidak dapat 
diterapkan (Not Applicable/NA). 

NA 

3.2.1.c Selama periode November 2020 s/d 
Oktober 2021 (12 bulan terakhir), PT KWL 
tidak melakukan kegiatan penebangan 
sehingga tidak terdapat Surat Perintah 
Pembayaran dan bukti pembayaran PSDH, 
sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan 
(Not Applicable/NA). 

NA 

3.3. Pengangkutan dan 
perdagangan antar pulau 

3.3.1 Dengan keluarnya Surat Keputusan 
Kementerian Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor P 81 Tahun 2018 
diundangkan tanggal 30 juli 2018 tentang 
Pencabutan Keputusan Kepmenperin 
Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang 
perdagangan kayu antar pulau. 
Not Applicable (“NA”). 

NA 

3.3.2 PT  KWL  selama  periode  bulan  November 
2020 s.d. Oktober 2021 tidak melakukan  
pengiriman  kayu menggunakan kapal. 
sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan 
(Not Applicable /NA). 

NA 

3.4. Pemenuhan penggunaan 
Tanda V-Legal  

3.4.1 Selama  periode  bulan  November 2020 s.d. 
Oktober 2021, PT  KWL tidak  melaksanakan  
kegiatan produksi kayu sehingga tidak ada 
kegiatan penandaan V-legal pada kayu. 
sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan 
(Not Applicable /NA). 

NA 

4.1. Pemegang izin telah 
memiliki Analisa 
Mengenai Dampak 
Lingkungan 
(AMDAL)/Dokumen 
Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan 
(DPPL)/Upaya 
Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan 
(UPL) dan melaksanakan 
kewajiban yang 
dipersyaratkan dalam 
dokumen lingkungan 
tersebut 

4.1.1 
 

Tersedia  dokumen  AMDAL yang terdiri 
dari dokumen Analisis Dampak Lingkungan 
(ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan 
(RKL) dan Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL) atas nama PT KWL yang 
disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL 
Departemen Kehutanan melalui SK. No. 
83/DJ-VI/AMDAL/99 pada tanggal 6 Juli 
1999. 

Memenuhi 

4.1.2.a PT KWL telah mempunyai dokumen 
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)  
yang telah disetujui oleh Komisi Pusat 
AMDAL Departemen Kehutanan melalui SK. 
No. 83/DJ-VI/AMDAL/99 pada tanggal 6 Juli 
1999. Rencana kegiatan pengelolaan dan 

Memenuhi 
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pemantauan lingkungan sesuai dengan 
dampak yang akan ditimbulkan. 

4.1.2.b Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan yang meliputi 
dampak penting aspek fisik-kimia (jembatan, 
gorong-gorong, saluran drainase, sedimen 
trap), biologi (persemaian, Rehabilitasi 
kawasan lindung, pengelolaan LB3), Sosial 
(PMDH, CSR, Bantuan kesehatan, bantuan 
transportasi, pemanfaatan tenaga lokal 
sebagai karyawan). Sementara kegiatan 
Pemantauan Lingkungan (pengukuran 
curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu 
dan kelembaban, kesuburan tanah, bak 
pengamatan erosi, debit air sungai, 
sedimentasi dan uji labolatorium kualitas air) 
sesuai dengan rencana dan dampak penting 
yang terjadi di lapangan. 

Memenuhi 

5.1. Prosedur dan 
implementasi K3 

5.1.1.a PT KWL sudah memiliki Prosedur Identifikasi 
Bahaya K3, Dampak Lingkungan  Penilaian 
dan Pengendalian Resiko dengan nomor : 
SOP/KWL/FS-06 Terbitan ke 3 Revisi ke 2 
Tanggal 2 Agustus 2018, terdapat pula 
prosedur lain terkait K3 sejumlah 12 
prosedur.  PT KWL telah memiliki ahli K3 atas 
nama Yadihedarto yang memperoleh 
sertifikat K3 dengan Nomor Nomor 
5/6682/AS.02.04/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021 
sebagai AK3 Umum di PT KWL, sementara 
kepengurusan  P2K3  PT KWL  oleh  Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmighrasi Provinsi 
Kalimantan Timur dengan SK Nomor : 
KEP.556/910/P2K3/PPK/DTKT/2020 tanggal 
27 Agustus 2020. Implementasi K3 berupa 
penggunaan APD, Rambu jalan, spanduk 
dan poster K3, Kotak P3K beserta Obat-
obatan, terdapat APAR dan Klinik Kesehatan 
serta karyawan diikutsertakan dalam BPJS 
Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 

Memenuhi 

5.1.1.b Tersedia peralatan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) berupa kotak P3K 
beserta obat-obatan, APAR, spanduk dan 
banner K3, sepatu boots, helm, sarung 
tangan dan rompi. Kesemua sarana 
prasarana tersebut sesuai ketentuan dan 
kebutuhan serta berfungsi baik. 

Memenuhi 

5.1.1.c Terdapat catatan kejadian kecelakaan kerja 
selama 12 bulan terakhir yang 

Memenuhi 
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memperlihatkan adanya penanganan 
terhadap korban kecelakaan dan antisipasi 
kedepannya. Selain itu telah ada upaya 
menekan tingkat kecelakaan kerja dalam 
bentuk program K3 berupa investigasi 
kecelakaan, safety briefing, kampanye K3, 
penyimpanan LB3, pemasangan rambu 
peringatan dan bahaya serta sosialisasi 
kepada masyarakat. 

5.2. Pemenuhan hak-hak 
tenaga kerja 

5.2.1. PT KWL memiliki  serikat pekerja, yaitu PUK 
SP KAHUTINDO PT KWL yang telah memiliki 
susunan kepengurusan dan masih 
menunggu pengesahan dari instansi terkait. 
PUK  SP KAHUTINDO PT SWL aktif dalam 
membina anggota dan turut serta 
mensuskseskan program perusahaan. 

Memenuhi 

5.2.2. 
 

 

PT KWL  memiliki dokumen Perjanjian Kerja  
Bersama  (PKB) periode 2020 s/d 2022  telah 
ditandatangani oleh  perwakilan  PT  KWL  
dan serikat pekerja PT KWL, telah diajukan 
agar disahkan dengan surat pengantar no 
002/HRD/KWL/X/2021 tanggal 21 oktober 
2021, sampai saat ini dalam proses 
pengesahan dari instansi terkait. PKB terdiri  
14 BAB dan 82 Pasal yang  mengatur  hak  dan  
kewajiban pekerja dan perusahaan. 

Memenuhi 

5.2.3. 
 

Jumlah tenaga kerja PT KWL Bulan Oktober 
2021 sebanyak 34 orang dengan umur  
karyawan  termuda  paling muda berusia 23 
tahun 2 bulan atas nama Lusiana (24 
September 1998) yang bagian admin centre 
officer sebagai finance and accounting 
dengan status PKWTT. 

Memenuhi 

 


